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Motto :
Janganlah Ramu campur aduRan yang hak, dengan yang bathil dan janganlah
Ramu sembunyikan yang hak itu, padahal Rgmu mengetahiui mana yang hak dan

mana yang bathil.
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ABSTRAK
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG
DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN

MUHAMMAD ANDI NAUFAL
502018125

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.  Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang
diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan?

2.  Bagaimana upaya jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam
menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan?

Penelitian ini merupakan penelitian dan menggunakan bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode normatif dengan didukung oleh data kepustakaan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis
terhadap data kuantitatif dan mempergunakan metode pengumpulan data terhadap
bahan-bahan yang dikumpulkan dari buku, undang-undang, dan internet untuk
kemudian dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berpangkal tolak dalam pembahasan, maka dapatlah diambil suatu
kesimpulan sebagai berikut :

1.  Dasar pertimbangan hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan jaksa
penuntut umum di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang
diajukan jaksa penuntut umum. Hakim dalam mengambil keputusan
didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif
dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

2. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk menyakinkan hakim dalam menilai
barang bukti di persidangan adalah dengan cara berupaya untuk membuat
terang suatu tindak pidana dengan memperkuat keterkaitan antara alat bukti
yang diajukan dipersidangan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Barang Bukti, Jaksa Penuntut
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masalah hukum sedang hangat dibicarakan
sekaligus raenjadi sorotan dimasyarakat, yaitu menyangkut perilaku aparat
penegak hukum baik diinstitusi Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Hal
tersebut terbukti masih sering adanya oknum-oknum diketiga institusi tersebut
melanggar etika profesi masing-masing bahkan tidak sedikit pula yang melakukan
perbuatan-perbuatan tercela misalnya, menerima suap, pemerasan, pungutan liar,
korupsi, narkoba atau perbuatan-perbuatan tindak pidana lainnya.

Dibidang pelayanan hukum masyarakat, baik terhadap masyakarat sebagai
subjek maupun objek, mulai dari penyidikan (Kepolisian), penuntutan
(Kejaksaan) maupun dipersidangan (Pengadilan) masih jauh dari harapan
masyarakat pencari keadilan. keadaan tersebut dimungkinkan karena rendahnya
kualitas mental dan moral aparat.

Maka tidak heran jika banyak tanggapan negatif atau sindiran masyarakat
terutama masyarakat kadarkum yang menilai tentang merosotnya wibawa hukum
di negara kita khususnya dijiwa para penegak hukumnya, serta keberadaan para
mafia peradilan yang semakin menjamur. Hal tersebut terbukti pada kasus-kasus
eksekusi yang menjerat nama-nama petinggi negara yang tidak jelas putusan
hukumannya, serta kasus-kasus pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) yang tidak berjalan dengan semestinya.



Pasca era reformasi berjalan, gelora untuk mewujudkan Negara hukum yang
demokratis untuk kesejahteraan rakyat pantang berhenti dan tetap diperjuangkan,
baik melalui pembenahan kelembagaan dan pengawasan di lingkungan
pengadilan, keseriusan pemerintah untuk memberantas mafia peradilan dan
makelar kasus, maupun keterlibatan media baik cetak maupun elektronik untuk
turut serta memberitakan proses penyelenggaraan pengadilan yang transparan
berjalan tanpa harus dibatas-batasi. Bersamaan ini pula disana-sini, tidak dapat
dibendung teriakan para penbela yang mengatasnamakan kaum tertindas bergaung
dimana-mana, gerakan untuk advokasi pun dilakukan tanpa henti. Keterbukaan
informasi dan kepastian hukum adalah hal yang senantiasa dituntut oleh
masyarakat dan pencari keadilan.

Masalah-masalah yang terjadi diatas tergantung pada proses penegakan
hukumnya. Berbicara mengenai penegakan hukum, berarti kita berbicara
mengenai rnanusia atau individu. Dimana yang menjalankan tugas penegakan
hukum itu adalah manusia atau individu itu sendiri. Bilamana manusia yang
bertugas menegakan hukum. itu tidak bermoral atau beretika, maka hukum jtu
akan rusak.

Penegakkan hukurn senantiasa berkenaan dengan kehidupan manusia, sebab
penegakan hukum itu bersumber dari kaidah hukum yang diciptakan melalui
proses interaksi antarmanusia didalam pergaulan hidupnya. Tetapi setelah hukum
itu terbentuk, ia mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan
bermasyarakat di tempat ia bekerja. Karena itulah, tidak heran jika keseluruhan

pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu harus bermula dan bermuara



pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam
berbagai seginya, karenannya penegakkan hukum haras pula berubah dan
berkembang secara terus menerus secara positif, sejalan dengan perkembangan
budaya dan peradaban yang secara langsung berkaitan erat dengan keseluruhan
sistem sarana pelaksanaan hukum serta mekanisme penegakkannya.

Suatu yang mustahil ketertiban hidup dalam bermasyarakatan bernegara
akan terwujud tanpa dibarengi dengan penegakkan hukum yang baik. Melalui
penegakkan hukm yang baik, maka individu atau masyarakat dapat menjalani
hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, setiap
masyarakat disamping mendambakan keberadaan hukum juga menginginkan
hukum itu mampu menertibkan kehidupan bagi penegak hukum yang baik.
Menurut Sajipto Rahardjo, hukum hanyalah bagian dari usaha untuk. penata
ketertiban dalam bermasyarakat, tetapi tidak persis sama cara atau jalan untuk
menciptakan ketertiban.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka terdapat faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi penegakan hukum (Law Enforcement), diantaranya:

=

Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang;

2. [Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum;

3. [Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungaja dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

diciptakan pada karsa manusia di dalam pergaulan.t

! Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him 8



Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari
penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan
hukum. Tujuan penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari tujuan akhir dari hidup
bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan
falsafah hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan
dan kesejahteraan lahir dan bathin dalam kehidupan bersama.

Dalam hal ini peneliti ingin membahas mengenai wewenang hakim dalam
menilai barang bukti dipersidangan serta wewenang jaksa dalam upaya
meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti dipersidangan. Seperti yang diatur
dalam pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuaii apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar lerjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya™. Salah tidaknya seseorang tersangka
atau terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang".

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna rnenegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselengaranya Negara Hukum Repbulik Indonesia. Pernyataan
tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai penegak hukum dalam institusi peradilan
mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting guna terwujudnya efektifitas

hukum sehingga dengan peranannya itu diatur dalam perundang-undangan.



Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada
ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian pemndang-undangan yang
dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau
perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu Hakim mempunyai kewenangan
untuk menciptakan hnkum (judge made law), terutama terhadap kasus-kasus yang
sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke pengadilan. Urgensi
penemuan hukum dan pembentukan hukum adalah sebuah keharusan oleh karena
undang-undang tidak akan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di
masyarakat mengikuti tingkah laku manusia yang sangat dinamis. Pengadilan
harus memberi putusan terhadap perkara yang oleh karena hakim yang menolak
untuk mengadili perkara dengan alasan tidak diatur dalam undang-undang hal itu
merupakan suatu pelanggaran hukum.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk merubah ketentuan-ketentuan
hukum tertulis yang telah usang karena perubahan zaman sehingga tidak lagi
mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut "Gantra legem".
Hakim dalam menggunakan lembaga contra legem, harus mencukupkan
pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan
berbagai aspek kehidupan hukum.?

Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hiikum
sendiri berdasarkan kewenangan hakim yang kemudian menjadi dasar putusan
hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-

unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum

di Pengadilan. Putusan hakim yang demikian itu disebut "Hukum Yurisprudensi.

2 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta,
2004, him 9



Tujuannya adalah untuk menghindari "Disparitas” putusan Hakim dalam

perkara yang sama.

Dasar hakim menjatuhkan putusan ialah tercantum dalam pasal 184
KUHAP yang mengatur tentang syarat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan,
pasal 6 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan kehakiman serta pasal 193 ayat (1)
KUHAP. Dalam hal ini terdapat dua macarn kekuasaan mengadili yang bisa
disebut juga kompetensi yaitu sebagai berikut:

1.  Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan
mengadili (attribute van rechtsmacht) kepada suatu macam pengadilan
(Pengadilan negeri bukan pada pengadilan lain).

2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum rnengeni pembagian kekuasaan
mengadili (distribute van rechtsmacht) diantara satu macam (Pengadilan-
pengadilan Negeri).

Kekuasaan pertama disebut kompetensi imitlak (absolute competitive) dan
kekuasaan yang kedua disebut kompetensi relatif (relative competitive), masalah
kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 84, 85, dan 86 tentang KUHAP.

Selanjutnya dijelaskan mengenai Jaksa adala sebagai Penuntut Umum
daiam hukum acara pidana, rnenurat pasal 1 ayat (6) huraf a Undang-Undang
nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.l, Jaksa adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut
Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.



Dalam hal ini lembaga pengadilan merupakan benteng terakhir pembelaan
bagi terdakwa di hadapan hukum, maka di dalam penegakan hukurn yang adil dan
bijaksana, untuk itu hakim harus memiliki integritas yang kuat dan sikap yang
bebas, karena hakim mengemban tugas yang sangat berat daiam memutuskan
antara dua pihak yang berseberangan. Sebab hakim hakim harus mampu
mempertanggungjawabkan putusannya, penuh keyakinan bahwa putusan yang
dijatuhkan ada dibawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepala
putusan yang ditulis dan dibacakannya " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa " dan kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Yang
Maha Adil dan Maha Perkasa.

Putusan yang dijatuhkan hakim harus mempunyai nilai kejujuran, keadilan,
dan kepastian hukum untuk itu keputusan seorang hakim haras berisikan dasar-
dasar pertimbangan hakim serla alasan dalam memutuskan perkara yang
diperiksanya. Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melalcukannya”.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang
sah adalah" keterangan saksi, keterangan ahli, adanya surat, adanya petunjuk serta
keterangan terdakwa itu sendiri*.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan
cermat memperhatikan :

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;



c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan
yang tertentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.®

Selama ini di dalam praktisnya, hakim diharapkan dapat menerapkan teori
hukum dengan adil dan bijaksana serta harus cerdas dalam mempertimbangkan
putusan dengan teliti seperti dalam memeriksa keterangan saksi (keterangannya
palsu atau  tidak), terdakwa (bagaimana terdakwa  menghadapi
persidangan,keterangannya), memeriksa berkas-berkas yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum (Berita Acara Pemeriksaan oieh penyidik) yang disertakan (surat
dakwaan, surat tuntutan beserta barang bukti lainnya), pengacara (sikap dan
prilaku pengacara selama persidangan), dan pemeriksaan BAP atau Berita Acara
Persidangan oleh Panitera.

Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan
kecermatan dan kejelian dalam mengungkapkan peristiwva pidana yang
sebenarnya. Selain itu juga, peran seorang Jaksa Penuntut Umum juga sangat
berpengaruh dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman. Dengan
profesionalisme seorang Jaksa dapat meyakinkan hakim dalam memeriksa serta
menilai tuntutan atau bahkan barang bukti yang ada. Diperlukan juga kecerdasan
dalam menyusun atau membuata surat dakwaan dan tuntutan yang berlandaskan
asas kebenaran materiJ yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam
mengambil keputusan. Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka timbul

permasalahan rnengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusannya khususnya menilai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him 280.



Umum serta mengenai upaya-upaya seorang Jaksa Penuntut Umum dalam

meyakinkan hakim terhadap putusannya. Berdasarkan uraian di atas, maka

peneliti tertarik untuk memahami secara jelas dan terperinci, serta

menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: DASAR PERTIMBANGAN

HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA

PENUNTUT UMUM DIPERS1DANGAN.

B. Rumusan Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah;

1.  Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang
diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan?

2. Bagaimana upaya jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam
menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan?

C. Ruang Lingkup dam Tujuan

Ruang lingkup penelitian yang lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis
terhadap pengawasan dan pelaksanaan wewenang penegak hukum terutama pada
tahap penuntutan yang berkaitan dengan barang bukti menurul Pasal 184 tentang
KUHAP.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara jelas dan terperinci
mengenai wewenang penuntut umum dalam pelimpahan tersangka, alat bukti
khususnya barang bukti ke pengadilan serta pertanggung jawaban penuntut umum
dalam pelimpahan tersangka, alat bukti khususnya barang bukti ke pengadilan
clan guna melengkapi pengetahuan teoritis, yang diperoleh selama menjalani studi

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
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Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi

ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus

merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada

Almamater.

D.

1.

Kerangka Konseptual

Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping
itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan
suatu delik (kejahatan) atau sebagai hasil suatu delik, di sita oleh penyidik
untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jaksa penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta diberi wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.

Metode Penelitian

Untuk mendekati masalah yang ada dalam skripsi ini maka peneliti

melakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk

menggambarkan secara jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menilai barang

bukti serta upaya jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim dalam menilai

barang bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak bermaksud untuk menguji

hipotesa.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada data
sekunder berupa :

a.  Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Hakim dan
sebagainya.

b.  Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti teori-teori, pendapat para
ahli, hasil penelitian yang terdahulu yang sejalan dengan pedalaman bentuk
kesimpulan permasalahan yaag hendak diteliti.

c.  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, Ensiklopedia,
dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu menjelaskan makna
dari bahan primer dan bahan sekunder.

Selain dari data sekunder untuk memberi gambaran yang jelas terhadap
permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka tidak tertutup kemungkinan
penulis juga akan menggunakan data primer (data yang diperoleh dari pihak yang
terkait) guna memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang
dilakukan dengan cara mengkaji semua data yang ada, yang kemudian
dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F.  Sistimatika Penulisan
Penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan disusun dalam 4 (empat) bab

dengan sistematika sebagai berikut :



Bab |

Bab 11

Bab 111

Bab IV
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Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, berisi pengertian tindak pidana, proses perkara
pidana, unsur-unsur tindak pidana, tugas dan kewenangan jaksa serta
tugas dan kewenangan hakim.

Pembahasan, merupakan uraian analisis mengenai dasar pertimbangan
hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum
di persidangan serta upaya jaksa penuntut umum untuk menyakinkan
hakim dalam menilai barang bukti di persidangan.

Penutup, bagian ini merupakan akhir penulisan skripsi dalam bentuk

kesimpulan dan saran.
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